© SALINAN

BUPATl KARANGANYAR,‘ o
| PER‘A’I‘URAN BUPATI KARANGANYAR
k NOMOR 109 TAHUN 2021 - |
b T TENTANG
KEDUDUKANSUSUNAN ORGANISASI “TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
s DINAS PERHUBUNGAN

DENG[‘TN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
o ) BUPATI KARANGANYAR Al

1.;.-:‘: bahwa urusan pemermtahan b1dang perhubunganﬁ

i'ydﬂaksanakan oleh Dlnas Perhubungan, G

7’"‘ijji"penyelenggaraan Pemermtahan Daerah maka perlu_
i ; :tfk'dlatur struktur tugas, fung31 dan tata kerja : |
g"bahwa berdasarkan pert1mbangan sebagannana T

o ijj’dlmaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu :

‘ -""?’"_iir’:m’enetapkan Peraturan Bupat1 tentang Kedudukan' g |
o Susunan Orgamsas1 Tugas dan Fung31 serta Tata»‘

‘:;‘?;»:’;‘iﬁ:;Ke&r_]a D1nas Perhubungan [ e «

b ».-ﬁ;.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang‘
‘::.i’Pembentukan B Daerah daerah Kabupaten dalam -
Ln\lgkungan Prov1n31 Jawa Tengah » L . ‘. sk
k;_,__UI’ldémg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
i f'[:,{'jpe[merlntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk :
W'v’:’1-;:/ﬁ;‘i-,?v.'Indonema Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan-‘,; L
Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 5587)“5 | |
sebagalmana telah dlubah beberapa kah terakhlrf:" o
5 f‘"‘?_de\ngan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020:

'\i'ter\ltang Clpta KerJa (Lembaran Negara Repubhk‘ -

» Indones1a Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan |
o :;f'Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 6573), ,



Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang )

Perangkat ‘Daerah = (Lembaran Negara Repubhk
Iﬁdonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
L{emb_aran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

's"ebagaimana telah diubah dengan Peraturan

~Pemer1ntah ‘Nomor 72 Tahun 2019 .tentan“g
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
1\|Iegara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
'Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a
Nomor 6402); :

. Pcraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

”I‘ahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan'

Ife_rangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
l?lomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah

_dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
'jI‘ahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan -
i’erangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

j Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 1 13),
\ .

. ( )
| MEMUTUSKAN :
l N N .

|

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN.

\ .
} . .

i BAB I

{ E . KETENTUAN UMUM
‘ .

o

B _ Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini Yang dimaksud denganﬁ
1.

Dacrah adalah Kabupaten Karanganyar

\
|
\
\
l
\
|




9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur |
- penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin '
'lpéilaksanaan ‘urusan pemerintahan yang menjadi
‘ kéwenangé.n Daerah otonom.
”3. Biupati adalah Bupati Karanganyar.
4, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat1 dan
Dewan Perwakilan ~ Rakyat Daerah dalam
~ penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang men3ad1
kewenangan Daerah.

5. Sekretans Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat
l?aerah unsur Pembantu P1mp1nan Pemermtah Daerah
yang bertugas mengoord1nas1kan Perangkat Daerah.

6. Dmas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub
adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemermtahan bidang perhubungan di Daerah.

7. Kepala Dinas adalah lepman dari Perangkat Daerah
Dishub. | |
8. {Unit Pelaksana Teknis' Dinas yang selé.njutnfya

_ ‘d131ngkat UPTD adalah unsur teknis operasmnal dan/

[atau unsur teknis penunjang tertentu Dishub.

-0, }Jabata.n Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

| !berisi fungsi dan tugas bei‘kaitan dengan pelayanép

‘ - fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan |

keterampilan tertentu. |

10. Subkoordinator adalah pejabat fungswnal Ahli Muda

i yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta

| pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dglam

| suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan

| perundang-undangan tentang organ1sas1 dan tata
\ ker_]a instansi.

| BABII -
| KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
Dlshub di p1mp1n oleh Kepala Dinas yang berkedudukan

‘d1 bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati mela1u1
Sekretans Daerah.



o ~ Pasal3 .
(1) Susunan organisasi DiShub terdiri dari: =
a. Kepala Dinas; =
- b. Sekretariat, membawahkan'
‘ 1. Subbagian Umum; dan
" 2. Kelompok Jabatan Fungsional. L
c/ Bidang Lalu Lintas dan  Angkutan,
| -membawahkan; | S SRR
1. Seksi Lalu Lmtas,
2. Seksi Pengujian Sarana, dan ‘
3. Kelompok Jabatan Fungsional. ,
d. Bidang Prasarana  dan Keselamatan, .
membawahkan: | R i
" 1.Seksi Prasarana;
2. Seksi Keselamatan, dan
3. Kelompok Jabatan Fungs1onal
‘e.\ UPTD; dan
: f\ Kelompok Jabatan Fungsxonal
(2) Bagan Susunan Organisasi Dishub sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

S BAB III
- TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas |
e ‘
\ Pasal 4 ~ A
Kepala\ Dinas mempunyal tugas membantu Bupatx dalam
melaksanakan urusan pemermtahan bldang
perhubungan | '
, R / : Paéal 5 o |
~ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

~ dalam \Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pex\'umusan kebjjakan teknis pada bidang lalu lintas

dan angkitan jalan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah dan tugas pcrbantuan yang
d1t\ugaskan, ‘

b pelaksanaan kebuakan tckms pada bldang lalu 11ntas
daxe angkutan - jalan yang menjadi kewenangan‘
Pemerintah - Daerah dan ‘tugas perbantuan yang .

| dltugaskan'



c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada b1dang lalu
o lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan
Pemermtah Daerah dan tugas- perbantuan yang
d1tugaskan, ‘
pelaksanaan admlnlstra51 D1shub dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas
dT.n fungsinya.
; | Bagian Kedua
| - Sekretariat
|
|

Pasal 6 :
(1) Sekretanat sebagalmana d1maksud dalam Pasal 3
‘ ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah

d.:an.bertangguhg jawab kepada Kepala Dinas.
| | .
| .~ Pasal7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan

perumusan dan pelaksanaan kcbuakan, pengoord1nas1an, _

pemantauan, evaluasi, pelaporan . mehpu‘u pembmaan-
keta’gausahaan, hukum, keuangan, ' aset,
keruinaht’anggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen,
,keorgamsas,lan dan ketatalaksanaan, kehumasan, |
kepegawalan, dan pelayanan adm1n1stra31 ' |

B

| ~ Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud

dalal‘m Pasal 7, Sekretaris ‘mempunyai fungsx

a. Pengoord1nas1an kcglatan,

b. Pengoord1nas1an dan penyusunan rencana dan “
program kerja; '

c. pembxnaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi ketatausahaan, keuangan hukum,
hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan
‘dan kepegawaian;

- d. Pengoord1nas1an tata laksana, s

chngoordmasmn dan  penyusunan  peraturan
\perundang-undangan serta pela_ksanaan advokasi
‘hukum; ' ‘ '
’Pengoordmasmn pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern Pemermtah (SPIP) dan pengelolaan informasi
% dan dokumentasi; |

.

|



g. | penyelénggaraan_ pengelolaan barang  milik/
kekayaan = Daerah  dan pelayanan pengadaan

barang/jasa;

h.| pelaksanaan 'monitforing," evaluasi dan pelaporan
| sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. pélaksanaari tugas lain sesuai dengan- tugas

fungsinya.

 Pasal 9 .

(1) bubbagxan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3
| ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala
Subbag1an yang berada d1bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris. '

(2) Kepala - Subbaglan; Umum sebagaimana .dimaksud

: pada 'ayat (1) mempunyai tugas ,penyiapan bahan

perumusan, ' pengoordinasian, : pelaksaﬁaan,
pemantau‘an, evaluasi~, serta pelaporan meliputi
= pembin‘aén perencanaan, keuangan, .ketatausahaan‘,
, hukum, o kehumasan, ketatalaksanaan,
\keorgahisasiah, ~ kerumahtanggaan, kearsipan,

kepegawaian, dan pelayanan administrasi Dishub.

Bagian Ketiga
~ Bidang Lalu Liﬁtas dan Angkutan

Pasal 10 ,
(1) 1?1dang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3- -ayat (1) huruf c adalah unsur

p\embantu Kepala Dmas :

(‘ 2) B1dang Lalu  Lintas dan Angkutan dipimpin oleh
Kepala. Bidang, berada di bawah dan bertanggung

J:]iwab kepada Kepala Dlnas

Pasal 11 .
‘Kepala Bldang Lalu Lintas dan Angkutan sebagalmana‘
- dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebgakan, pelaksanaan kebuakan

|

,serta evaluas1 dan pelaporan pada bidang lalu dan
angk)utan



Pasal 12

Dalam] mclaksanakah tugas sebagaimana dimaksud |
‘dalam Pasal 11, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
mempi}myai fungsi : ‘
a. pex:iyiapan bahan perumusan kebijakan bidang lalu
lintas, angkutan dan pengujian prasarana;
b. penyiapan«bahan'pe’lakysanaan kebijakan bidang.lalu
lintas, angkutan dan pengujian prasarana;
c. pefnyiapan bahan évaluasi dan pelaporan bidang lalu
1ir11ta§, angkutan dan pengujian p:aéarana; dan
d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan  tugas
fii?ngsinya. | ” |
i

3 “  Pasal 13 ,

(1) Sekm sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf c angka 1, dlplmpm oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan. bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang. , :

(2) Kepala Seksi. Lalu Lmtas sebagalmana d1maksud pada’ .
ayat (1) mempunya1 tugas: '

a. l menyiapkan bahan rencana. induk _]anngan lalu
| lintas angkutan jalan;
~ b. melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan;
c\ melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan
; jalan; | | ,

d; menyiapan .bahan persetujuan hasil analisis
- dampak lalu lintas jalan; dan

e.;' menyiapkan bahan évaluasi dan pelaporan bidang .
\ lalu lintas: | |

i | Pasal 14
(1) Seks1 sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf c angka 2, d1p1mp1n olch seorang Kepala Sek31

yang berada d1bawah dan bertanggung Jawab kepada
Kepala Bidang. -

| (2) Kepala Seksi. Pengujian Sé.rana sebagalmana

dlmaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

l
l




! -

a. menylapkan bahan penyusunan kebuakan b1dang
 pengujian kendaraan bermotor;
b ]melaksanakan pengu_uan kendaraan bermotor, g

c. menyiapan bahan laporan dan evaluasi penggjiap

" kendaraan bermotor.

Bag1an Keempat

B1dang Prasarana dan Keselamatan

PaLsal 15

(1) Bldang Prasarana dan Keselamatan ‘sebagaimana

dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur |
pembantu Kepala Dmas '

(2) B1dang Prasarana .dan Keselamatan d1p1mp1n oleh.
Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung
Javirab kepada Kepala Dmas

: e
Pasal 16
Kepala B1dang Prasarana ‘dan Keselamatan bertugas

merumuskan kebgakan dan pelaksanaan kebijakan pada

- bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan.
| ; ' e

|

Pa'sal 17

Dalam - melaksanakan tugas sebagaxmana dlmaksud

»dalan"x Pasal 16, Kepala B1dang Prasarana dan

Keselamatan mempunya1 fung31

- a. perumusan keb1_1akan pada b1dang prasarana,

ke?elamatan dan pengembangan transportas1,

b. pelaksanaan kebljakan pada bidang prasarana,

9 ‘ke?elamatan dan pengembangan transportas1,

C. Penylapan evaluam dan pelaporan pelaksanaan
kebuakan pada bldang prasarana, keselamatan dan

’pengembangan transportas1, dan

- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsmya




(1)

 Pasal 18 2

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),

- huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada

Kepala Bldang

@)

K\epala Sekm Prasarana sebaga1mana d1maksud pada

- ayat (1) mempunyai tugas

- al menyiapkan bahan penyusunan kebgakan pada

(2)

| (‘1);

\ bldang pengelolaan terminal dan parkir;
b. melaksanakan pengelolaan teminal t1pe C
c. melaksanakan pengelolaan parkir; dan

. d.\ menylapkan bahan penerbltan}zm penyelcnggaraah

dan pengembangan fasilitas parkir.

‘ Pasal 19
Seks1 sebaga1mana dxmaksud dalam Pasal 3 ayat (1), '
huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada dxbawah dan bertanggung jawab kcpada

Kc\:pala Bidang. .
Kepala Seksi Keselamatan sebagalmana dimaksud

pada ayat (1) mempunya1 tugas:

a. wmenylapkan bahan penyusunan kebuakan pada
bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas
jalan,’ laik fungsi _kcselamatan sarana  dan
}prasarana, e ‘ |

| A ; :
b. memfasﬂltasx mana_]emen ~dan ‘penanganan

keselamatan di Jalan,
c memfa8111ta31 promosi dan kem1traan keselamatan

pengusahaan angkutan umum ‘dan’ kelaukan'

kendaraan, dan

d melaksanakan penegakan hukum bldang lalu lintas
dan angkutan jalan.

Byag‘ian Kelima
UPTD

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas. teknis operasiohal

' dan / atau tugas teknis penunjang di hngkungank

Dlnas dapat d1bentuk UPTD



(@) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan'

bertanggung)awab kepada Kepala Dinas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD

‘chatur dengan Peraturan Bupat1 tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional

I

)
\ ‘ Bagian Keenam
|
E

_ Pasal 21 .

(1) K\elompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan berada dibawah dan
‘l:%ertanggungjawab kepada Kepala Bidaﬁg/ Sékretaris.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

'ﬁada ayat (i), ditentukan berdasafkan kebutuhan dan

bieban kerja.

\ Pasal 22 _
‘(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari. tenaga
fungsmnal yang terbag1 dalam kelompok sesuai
dengan b1dang keahliannya.
(2) J‘ems dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan

|

perundang-undangan.

. :  Pasal23

(1 )Pada Kelompok Jabatan Fungsmnal dapat dibentuk
Subkoordmator, paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu)
B1dang/ Sekretariat. :

(2) Jems dan ‘jumlah Subkoordmator dltetapkan oleh

Bupatl atas usulan Kepala D1nas

‘ \ Pasal 24 7 ,
Jab\atan" Fungsional melaksanakan tugas dan
_bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan
- melalm Seksi/ Subbagian dan/atau B1dang/ Sekretaris
lsesua1 jenis dan JenJang jabatannya yang memiliki

kett\erkaltan‘ dengan- pelaksanaan tugas Jabatan

- Fungsional.

o



BABIV
 TATA KERJA

- | - Pasal 25 ,
Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
urusa‘\ln pemerintahan ke,pada Bupati.

‘l | Pasal 26 .

‘ Kepal‘a Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta
: Jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan

standar kompeten51 Jabatan kepada Bupati.

\ Pasal 27 )
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala B1dang, Kepala Seksi
dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas

\ . .
menerapkan prinsip koordmam, integrasi, - dan -

smkron1sas1
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi
‘ da‘n ” Kepala Subbagian melaksanakan = tugas
me\nerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian,.
' pemantauan, evaluasi dan pelaporan
(3) ‘Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi
‘dan Kepala Subbagian melaksanakan Sistem
Pelljlgeridalian Intern Pemerintah (SPIP).

| -
Pasal 28

(1) Kepala = Dinas bertanggung jawab memimpin,
meﬁgoordinasikan' dan memberikan pengarahan
terf%adap pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas
baw1ahan dan mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
pertl,lndang-undangan.

k? Pasal 29

, Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat _
pada vx)raktunya

| ~ Pasal 30
Dalam melaksanakan tugas di w11ayah Kepala -Dinas

wajib melakukan koordinasi dengan Camat.
\

|
|



 BABV
KETENTUAN PERALIHAN

| - Pasal 31

(1) PeJabat yang ada - pada saat berlakunya Peraturan
Bupat1 ini tetap menduduki jabatannya dan
melaksanakan tugasnya sampai dengan
_ dltetapkannya pejabat yang baru berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

(2) PeJabat Pelaksana yang ada saat bcrlakunYa..
,Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya
qan melaksanakan tugasnya sampai dengan
dltetapkannva Jabatan Fungsional sesuai dengan _
ketentuan yang berlaku.

(3) Pejabat Pelaksana sebagmmana dlmaksud pada
ayat (2) bertanggung jawab kepada pejabat
adrmmstram di atasnya

|
| BAB VI
| KETENTUAN LAIN-LAIN
| | |
| Pasal 32
D1shub dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan
tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi
ber51fat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan
pelaksanaan tugas dan fungs1 masmg-masmg

% A : Pasal 33
Ketentuan lebih lanJut mengenai uraian tugas setiap
Jabatan dxatur dengan Peraturan Bupati tersend1r1

}
| 'BAB Vil

| KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan.
Bupat1 Karanganyar Nomor. 109 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs1 serta
‘Ta‘;a Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar
(B%:rita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



e

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tahggal.

' diundaﬁgkan.

1

|

A\garl" setiap orang mengétahuihya, memerintahkan
peng\lmdangan Peraturan - Bupati ini  dengan
pené%npatan'nya dalam Berita Daerah | Kabupaten
Kararilgayar. - |

| Ditetapkan di Karanganyar
| pada tanggal 31 Desember 2021
| . BUPATI KARANGANYAR,

A ttd

JULIYATMONO
‘ .

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Desember 2021

ttd -

: SUTARNO

- SEKRETARIS DAERAH }{ABUPATEN KARANGANYAR,

|

|
\

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 109

1
{

|

Sa%lin‘an sesuai \dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH

KJA‘BUPATEN KARANGANYAR
\ Kepala Bagi -Hukum




LAMPIRAN S
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

-~ NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG - .~ ’ :

‘KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA '

- 'TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN ‘

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Kepala Dinas

* Sekretariat

Subbagian Umum -

IMENEREERERRRERARENE

Kelompok

Jabatan Fungsional -
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'
1

Bidang Lalu Lintas dan
© .- Angkutan

Seksi Lalu Lintas

Seksi Pengujian Sarana

o o o
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 Bidang Prasarana dan
Keselamatan

Seksi Prasarana

Seksi Keselamatan

IMENENNRANRREREEREER;

- Kelompok

- UPTD

.
{2

Jabatan Funegsional

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BUPATI KARANGANYAR,

] o
| tt
N-.x " JULIYATMONO
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